PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS Pi':'.RATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menimbang

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- PRESIDEN REPUBLIK INDONES{A,

1. bahwa ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
Nomor 072-073/PUU-IV2004 dan Nomor 005/PUU-111/2005,
memﬁunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan -
kepala daerah dan wakil kepala daerah;

 b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang:Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Updang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Mengingat : . ..
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I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

(%)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesehan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG
PEMILIHAN,  PENGESAHAN - PENGANGKATAN,  DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 . ..
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. Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 4

(1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.

(2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota
sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.

(3) Pemiliban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil.

{4) Dihapus.”

. Pasal 6 huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

a.

b.

memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; '

menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap
pelaksanaan  pemilihan dan  menyampaikan  informasi

kegiatannya kepada masyarakat;

memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola
barang inventans milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-
undangan; v

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan
melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.”

3. Pasal 33 ...
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3. Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai

berikut:
"Pasal 33

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan
pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya
tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor
induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal
lahir, jenuis kelamin, dan alamat pemilih.

(3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2),

diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.

(4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan
format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan

Pemerintah ini.”

4. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) dibapus, sehingga Penjelasan Pasal 36

ayat (2) berbunyi cukup jelas,

5. Pasal 38 ayat (2) huruf f, diubah selﬁngga Pasal 38 berbunyi sebagai

berikut:
“Pasal 38

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga
Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia . ..
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. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat
atas dan/atau sederajat;

. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat
- pendaftatan;

. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim dokter,

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih: '

. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di
daerahnya;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk
diumumkan;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau  secara  badan  hukum  vyang  menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki . ..
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m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang

P.

belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti
pembayaran pajak;

menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap vang memuat
antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga
kanduhg, suami atau istri;

belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil
Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatém datam
jabatan yang sama; dan

tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 meliputi:

a.

surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf 1, dan
huruf n;

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani
dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e;

surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurab/Kepala Desa yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang
berwenang ml;zmen'ksa laporan kekayaan penyelenggara

negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i;

€. surat ...
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- surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang

secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan

negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal' calon, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf J;

surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
sendiri, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela

yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh
Tim Pemeriksa Kesehatan -yang ditetapkan oleh KPUD,

. sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf I,

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas
nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak
calon menjadi \'yajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat
calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayét (1) huruf m;

j. dafiar . ..
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J. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh
calon dan ditandatangani pufa oleh Pimpinan Partai Politik
atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai
bukti pemenuhan syarat caion sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf n; '

k. surat keteratigan tidak pernah dihukum penjara karena
melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang
berwenang, sebagai bukti pemenuban syarat = calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢;

n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuban syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

0. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala
Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud
pada ayat-(1) h\;ruf 0;

p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala
Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

q. pas foto . .
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q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih

masing-masing 4 (empat) lembar.”

. Penjelasan Pasal 42 ayat (2} huruf e dan huruf f diubah sebagaimana

dalam penjelasan,

. Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 64

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan
dan/atau  memberikan uvang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi pemﬂih.

(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.”
. Penjelasan Pasal 70 ayat (3) diubah sebagaimana dalam penjelasan.

. Pasal 78 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai
berkut:

“Pasal 78 ‘
(1) Jurmlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus)
orang.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya
di tempat yang n{l,udah dijangkau, termasuk oleh penyandang
cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya

secara langsung, bebas, dan rabasia.

(3) Jumlah, ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh
KPUD‘”

10. Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 149 ,

(1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam,
kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di
seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang berakibat pemiliban tidak dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda. '

(2) Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh
Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri

Dalam Negeri, atas usul KPUD Provinsi melalui Pimpinan
DPRD Provinsi. |

(3) Penundaan sebagian tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh
Gubemur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi
melalui pimpinan DPRD Provinsi.

{4) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur
kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada

Bupati/Walikota atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalw Pimpi;:lan
DPRD Kabupaten/Kota.”

11. Lampiran I Model B 6 ~ KWK diubah, sebagaimana dalam lampiran,

12, Lampiran I ditambah Model B 6 A — KWK sebagaimana dalam

i

lampiran.
13. Lampiran I Model BB 6 —- KWK diubah, sebagaimana dalam lampiran.

14. Lampiran Il Model BB 7 - KWK diubah, sebagaimana dalam lampiran.

Pasal 11 ...
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Pasal I
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan ¢ Jakarta

pada tanggal 2"" April 2005
MENTERI SF*:RETARIS NEGARA

Selaku
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM,
ttd

YUSRIL ITHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA Rl "

/‘.". - /0\'.
_\‘v‘ ,k_‘ '\'\\ﬂl J,/
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
" NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I UMUM

Ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintal " Daerah dinyatakan bertehtangan dengan Undaﬁg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh
Mahkamai. Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan
Nomor 0i3/PUU-III/2005. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai
implikasi h:kum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
dacrah;

Selain dari pada itu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelum dinyatakan ketentuan
beberapa Pasalnya tidak mempunyai kekuatan hukuin mengikat oleh Mahkamah
konstitusi dan belum diubah;

L Dengan .
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Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 maka
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan beberapa
perubahan. | '

Perubahan tersebut dilakukan juga guna mengantisipasi terjadinya bencana alam,
kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengganggu

kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga

pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Karena itu di dalam
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ini diatur mengenai ketentuan
penundaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta mekanisme

penundaannya.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

An:ka 1
Pasal 4
Cukup jelas
Ar:ka2
Pasal 6
Cukup Jelas
Angka 3
Pasal 33
Cukup jelas
Angka 4 i
Pasal 36
Cukup jelas

Angka 5 ...
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Angka 5 |
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Bertakwa képada Tuhan Yang Maha Esa, yang
dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas

segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang  Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan di atas kertas segel atan bermaterai
cukup.

Huruf ¢

Berpendidikan  sekurang-kurangnya  SLTA/
sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan
formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah
terakhir yang dilegaiisir oleh pejabat yang

berwenang.
Huruf d

Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan
dengan Akta Kelahiran atan Surat Keterangan
Kenal Lahir.

Huruf e ..
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Huruf e

Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit
Umum Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan secara menyeluruh' untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
kepala daerah.

Huruf £

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan hukuman
penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh  kekuatan hukum tetap, yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua
Pengadilan Negeri.

Huruf g

Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua
Pengadilan Negeri. '

Hurufh

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat
di daerabnya, dalam ketentuan ini tidak
dimaksudkan barus dengan memiliki kartu tanda
penduduk daerah yang bersangkutan.

Huruf 1 ...
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Huruf i

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan
bersedia mengumurmkan daftar kekayaan pribadi
melalui media massa -yang ada di daerah
setempat, yang dibuktikan dengan  surat
pernyataan di atas kertas segel dan atau surat

keterangan.
Hurmf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf 1
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dalam
ketentuan ini adalah tidak pemah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan norma
agama, norma kesusilaan, dan norma adat
antara lain seperti judi, mabuk, pecandu
narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat
keterangan kepolisian:

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n
Daftar riwayat hidup dalam ketentuan ini dibuat
dengan sejujur-jujurnya dan dapat |

dipcrtanggungjawabkan kebenarannya,

Husuf o ...
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Huruf o

Bahwa yang bersangkutan belum pernah

menjabat dua kali masa jabatan di daerah yang

sama atau daerah lain dan perhitungan dua kali

masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan,
Huruf p

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Bahwa laporan kekayaan yang dibuat oleh
pasangan calon dilaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi melalui KPUD dan
selanjutnya KPUD meneruskan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Huruf ¢
Cukup Jelas

Hurof £ ©
Cukup Jelas

Huruf g ...
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Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas
Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf 1
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Pas foto yang terbaru dan sesuai dengan cin
khas yang bersangkutan, seperti berjilbab atau
berpeci.

Angka 6 ...
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Pasal 42
Ayat (2)
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Huruf a
Cukup jela.é 1
Hurufb
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d |

Cukup jelas
Huruf e

Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri
dari jabatannya, apaﬁﬁa terpilih berlaku bagi
jabatan/pengurus perusahaan swasta maupun
milik negara/daerah atau organ yayasan bidang
apapun, advokat, atau profesi bidang lainnya.
Huruf f
Surat pernyataan pengunduran diri dari Jjabatan
negeri bagi jabatan struktural atau fungsional
yang disampaikan kepada atasan langsung
untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, |
Huruf g
Cukup jelas
Hurufh *
Cukup jelas

Huruf @ . ..

B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9 -

Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k ' )
Cukup jelas
- Angka 7
Pasal 64
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud “hari yang diliburkan” dalam ketentuan
ini adalah bari libur untuk pelaksanaan pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi melalui
Gubernur, dan bari libur untuk pelaksanaan pemilihan
Bupat dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota ditetapkan oleh Gubernur atas usul KPUD
Kabupaten/Kota melalui Bupati atau Walikota.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 78
Cukup jelas
Angka 10
P-sal 149

Cukup jelas
Pasal 11

- Cukup i as

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4494
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2005
TANGGAL 27 APRIL 2005
( Model B 6 - KWK
SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN.
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :

b Jeniskelamin e et

Co Pekerfaan e s et

d. Tempatdantanggal : ... e e re s ereeererrrresenss e
lahirfumur/ tahun;

e. Alamat'tem;:.\at tinggal :

--------------------------------------------------

menyatakan dei:gan sebenarnya bahwa saya sanggup meﬁgundurkan diri dari jabatan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

................ apabilla
terplih menjadi Fapala Daerah atau Wakil Kepala Daerah*) sesual dengan ketentuan ;')araturan
perundang-undangan.

Demikicr surat pemyataan Inl dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepaia Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

----------------------------------------

-----------------------------------

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)

Materai

Keterangan
*) Coret yang tidak periu,
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SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

------------------------------------------------------------------------------------------

Jenis kelamin

Pekerjaan

------------------------------------------------------------------------------------------

a o T w

Tempat dan tanggal
lahir/umur/tahun;

------------------------------------------------------------------------------------------

e.  Alamat tempat tinggal :

-----------------------------------------------------------------------------------------

..................................... untuk

memenuhi persysratan calon kepala daerah dan wakl| kepala daerah*) sesuai dengan ketentuan

paraturan peruncang-undangan.

Demikias: surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana din-aksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerit"2han Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 teiz~g Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan wakil Kepals Daerah.

Dibuat di ..coovvvrveeereeeiiirire e,
pada tanggal ..........cocevevvevreeiieenns
Mengetahui : Yang membuat pernyataan
Atasan langsung, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *)
Materai
(oo NAMA. ... ) s S NAMA.........c........ )
NIP/NRP NIP/NRP
Pangkat Pangkat
Keterangan

*) Coret yap? tidak perlu.
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:
a. Nama

b. Jenis kelamin

. Tempat dan tanggal

.................................................................................

lahir/umur

d. Pekerjaan

.................................................................................

e. Alamat tempat tinggal :

.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................

Menyatakan dengan sebanamya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam k

eadaan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap unt

uk memenuhi
persyaratan calon ¥"zpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Demikian surst pemyataan Ini dibuat dengan sebenarn
bukti pemenuhar -varat calon pasangan Kepala Daerah d
dimaksud dalam ¢ a5al 58 huruf k Undang-
Daerah, serta ketzntuan Pasal 38 ayat (2)

tentang Pemiiihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakii
Kepala Daerah.

ya, sehinéga dapat digunakan sebagai
an Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

---------------------------------------

------------------------------

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah* )

Keterangan :
*)Coret yang tidak periu.

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

o1
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SURAT KETERANGAN
TIDAK *2DANG DICABUT HAK PILIHNYA , TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri

.................................. ., menerangkan bahwa :

3. Nama

b. Jenis kelamin

C. Tempat dan 'aNGGAl & oo
lahirfumur e T tahun;

d. Pekedaan

.................................................................................

e. Alamat tempat tinggal :

.................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------

berdasarkan hasll pemerlksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak
pernah dihukum penjara karena tindak pldana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Surat keteringan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat -alon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *), sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf ' ‘indang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta
ketentuan Pasa: 8 ayat (1) huruf | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Peng:sahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

...........................

Ketua Pengadilan Negeri

e ------------------------------------------------- asuan

'{ (lll’lll‘lllll‘l‘lllll'l llllllllllllll lllllll)
Keterangan
*)Coret yang tidak perlu



